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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis kegiatan pengendalian, dan

mengusulkan perbaikan terhadap prosedur pelaporan keuangan atas kewajiban yang timbul dari tuntutan

hukum kepada pemerintah yang dapat diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan untuk meningkatkan

keandalan penyajian dan pengungkapan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kementerian

Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan

prosedur tersebut yaitu risiko kesalahan klasifikasi kewajiban dan risiko ketidaklengkapan pengungkapan

tuntutan hukum. Risiko-risiko tersebut disebabkan oleh masih adanya kelemahan pengendalian intern yang

meliputi ketidakjelasan pembedaan antara BA BUN dan BA 015 dalam pengadministrasian tuntutan hukum,

ketidakmampuan Sistem Informasi Bantuan Hukum dalam menghasilkan laporan berdasarkan status dan

progress perkara, ketidakjelasan penunjukan unit yang berwenang melaporkan tuntutan hukum dalam

laporan keuangan, serta penggunaan data tuntutan hukum yang tidak update untuk keperluan rekonsiliasi

laporan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menyarankan Kementerian Keuangan

untuk merancang kegiatan pengendalian berupa perbaikan fitur Sistem Informasi Bantuan Hukum dengan

menambahkan klasifikasi berdasarkan BA BUN/BA 015 serta status dan progress perkara, menunjuk

UAKPA Kantor Pusat Sekretariat Jenderal sebagai unit yang melaporkan tuntutan hukum dalam laporan

keuangan, serta membuat sistem informasi pelaporan kewajiban tuntutan hukum terintegrasi dalam rangka

meningkatkan keandalan dari proses rekonsiliasi laporan keuangan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This study aims to identify risks, analyze control activities, and propose improvements to the legal liabilities

financial reporting procedures that can be implemented by the Ministry of Finance to improve the reliability

of the presentation and disclosure of the legal liabilites in the government financial statements. This research

uses qualitative method with case study approach at the Ministry of Finance. The results of the study

indicate that there are risks identified in the implementation of such procedure, namely the risk of

misclassification of legal liabilities and the risk of incomplete disclosure of legal liabilities. The risks are

caused by the weakness of internal control which includes the unclear distinction between BA BUN and BA

015 in litigation administration, the inability of the Legal Aid Information System to generate reports based

on status and progress of case, the unclear appointment of unit authorized to report legal liabilities in

financial statements, and the use of un update litigation data for the purposes of financial statement

reconciliation. To overcome this problem, this research suggests the Ministry of Finance to design the
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control activities in the form of improvements of the Legal Aid Information System feature by adding the

BA BUN BA 015 classification and the status and progress of the case, appoint UAKPA Head Office of the

Secretariat General as units to report legal liabilities in the financial statements, and establish an integrated

legal liabilities reporting system in order to improve the reliability of the financial statements reconciliation

process.


